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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN LAYANAN INFORMASI
PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN DAN
PERANGKAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan informasi publik di

CATATAN

lingkungan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016 tentang Pedoman Layanan
Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan
Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dengan
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 61 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.99 TPN No.5149), Permenkeu Rl Nomor 217/PMK.01/2018
(BN Tahun 2018 No.1862).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala, yang merupakan informasi yang disampaikan secara rutin, teratur, dan
dalam jangka waktu tertentu; informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, yang merupakan
informasi yang disampaikan secara spontan, pada saat itu juga; dan informasi yang waijib tersedia
setiap saat.

Permohonan Informasi Publik di Kementerian Keuangan dapat dilakukan secara tertulis atau tidak
tertulis. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan Informasi Publik, PPID
Kementerian Keuangan atau Perangkat PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis. Dalam
hal permohonan Informasi Publik ditolak, PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID wajib
menyampaikan pemberitahuan tertulis dan surat keputusan PPID Kementerian Keuangan atau
Perangkat PPID mengenai penolakan permohonan Informasi Publik, sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
200/PMK.01/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 6 September 2019.
Lampiran Halaman 49 s.d. 69.



